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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pendaftaran Usaha Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulungagung No. 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan.  

Usaha kafe adalah penyedia makanan ringan dan minuman ringan 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak 

berpindah-pindah.1 Untuk mendirikan sebuah usaha kafe dibutuhkan 

legalitas usaha dengan cara mendaftarkan usahanya ke pihak terkait. 

Legalitas usaha digunakan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin 

dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh 

seseorang penngusaha atau suatu perusahaan.bagi pemerintah pengertian 

usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, 

mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan 

usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki 

izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.2 

Dari pemerintah tujuan pemberian izin adalah (1) untuk melakukan 

peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan 

tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun 

                                                           
1Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Kepariwisataan Pasal 1. 

2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin 

Usaha( Jakarta, 2009)   
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untuk mengatur ketertiban. (2) sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan 

adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan 

pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon 

harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pendapatan di bidang 

retribusi tujuan akhirnya untuk membiayai pembangunan.3 

Pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagung sudah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 Tentang 

Kepariwisataan, dimana dalam pasal 46 sudah diterangkan bahwa “setiap 

orang atau badan usaha yang menyenggarakan usaha pariwisata wajib 

memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. 

Pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagung dapat dilakukan di 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Persyaratan 

untuk mengurus pendaftaran usaha kafe ini sudah ditentukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu: (a) akun gmail, 

(b) Fotokopi KTP, (c) Fotokopi NPWP, (d) Fotokopi IMB tempat usaha, (e) 

SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup, dan (f) Rekomendasi dari Dinas 

Pariwisata.  

Pelaku dengan mudah mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

(TDUP). Proses pencetakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini 

hanya membutuhkan waktu 10 menit, jika persyaratan yang diminta oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
                                                           

3Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), hal.200 
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sudah lengkap. Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

(TDUP), pelaku usaha harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung. 

Setelah itu petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung akan memberi list syarat-

syarat apa yang harus dilengkapi. Setelah mendapatkan list syarat tersebut, 

pelaku usaha harus melengkapi nya terlebih dahulu. Setelah persyaratan nya 

lengkap pelaku usaha datang kembali ke Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung untuk 

kemudian didampingi oleh petugas untuk melakukan pendaftaran melalui 

sistem Online Single Submission (OSS).  

Prosedur pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagung sudah 

sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dimana 

dalam pasal 4 SOP pelayanan perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari persyaratan dan 

prosedur pelayanan perijinan, tabel biaya atau retribusi pelayanan perijinan 

dan tabel standar waktu penyelesaian pelayanan perijinan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Saat ini di Kabupaten Tulungagung sudah banyak pelaku usaha yang 

mendirikan usaha kafe. Kafe di Kabupaten Tulungagung sudah menjadi 
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salah satu bisnis usaha yang sangat menjanjikan, bahkan usaha kafe sudah 

menjamur bukan hanya di daerah kota namun juga di daerah pinggiran. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6 Tahun 2012 

Tentang Kepariwisataan bahwa pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya 

akan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata (TDUP) merupakan surat tanda pendaftaran yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan / 

perorangan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.  

Dalam hal pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagung belum 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena berdasarkan 

penelitian dilapangan banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan 

usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). 

 

1. Persyaratan Administrasi Dalam Pendaftaran Usaha Kafe Memberatkan 

Pelaku Usaha.  

Pendaftaran usaha kafe jika ditinjau dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 adalah setiap pelaku yang 

menyenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. Pejabat yang dimaksud disini adalah Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  
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Namun pada kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang 

belum mendaftarkan usaha nya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 pasal 46 ayat (1) yang berbunyi: 

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) wajib 

memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

 

Persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6 Tahun 2012 Tentang 

Kepariwisataan. Persyaratan administrasi tersebut berupa: 

a. Akun email  

b. Foto copy KTP 

c. Foto copy NPWP 

d. Foto copy IMB tempat usaha 

e. SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup  

f. Rekomondasi dari Dinas Pariwisata 

Persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 

seharusnya agar dilengkapi oleh pelaku usaha. Namun para pelaku usaha 

merasa bahwa persyaratannya terlalu ribet dan memberatkan. Hal tersebut 

juga diutarakan oleh Husna selaku pemilik O’angkringan kafe yang 

menjelaskan bahwa usahanya akan didaftarkan ke Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun melihat 
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adanya persyaratan SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan surat rekom 

dari Dinas Pariwisata ini membuatnya untuk mengurungkan niat untuk 

mendaftarkan usahanya. Mengingat kesibukannya untuk mengurus usaha 

ditambah lagi untuk mendaftarkan usahanya ini membutuhkan waktu 

untuk datang ke beberapa dinas.4 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak pelaku 

usaha yang menunda melakukan pendaftaran usaha kafe, karena mereka 

merasa persyaratan administratifnya terlalu ribet. Seperti halnya pelaku 

usaha yang harus datang ke Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta 

SPPL dan meminta surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata.  

 

2. Pelaku Usaha Mengkhawatirkan Beban Pajak Pasca Pendaftaran Usaha 

Kafe. 

Pendaftaran usaha kafe jika ditinjau dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 adalah setiap pelaku yang 

menyenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pejabat yang dimaksud disini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  

Setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya maka pelaku usaha 

juga diwajibkan untuk mendaftakan usaha di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP). Setelah itu maka makan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar 
                                                           

4Hasil Wawancara dengan Husna selaku Pemilik O’angkringan kafe pada 12 November 

2019 pukul 19.00 WIB 
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(SKT). Di dalam surat SKT ini nantinya terdapat pajak-pajak apa saja yang 

harus dibayarkan. Hal inu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008 Pasal 2 yang menyatakan bahwa: 

Setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum 

terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak 

penghasilan. 

 

Namun kenyataannya, pajak adalah suatu hal yang ditakuti oleh 

pelaku usaha. Para pelaku banyak yang belum mendaftarkan usaha ke Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena 

mereka belum siap usahanya akan dikenakan pajak. Hal tersebut juga 

diutarakan oleh Saifudin selaku pemilik Jatayu Kafe yang menjelaskan 

bahwa keinginan untuk mendaftarkan usahanya itu sudah ada, namun karena 

usahanya yang masih berjalan 2 tahun strategi yang diterapkan yaitu 

mengumpulkan pelanggan terlebih dahulu. Apabila usahanya yang masih 

terbilang baru ini didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), otomatis usaha tersebut akan dikenakan 

pajak. Pajak akan dikenakan pada pelanggan kafe tersebut. Hal yang ditakuti 

sendiri adalah pajak ini akan mengurangi jumlah pelanggan.5 

 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, para pelaku usaha 

masih belum mau mendaftarkan usahanya karena mereka takut terkena 

pajak. Mereka takut usahanya yang masih baru dimulai akan terhenti karena 

                                                           
5Hasil Wawancara dengan Saifudin selaku Pemilik O’angkringan kafe pada 12 November 

2019 pukul 14.00 WIB 
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kurangnya pelanggan. Para pelaku usaha masih ingin mengumpulkan 

pelanggan dulu, baru setelah itu akan mendaftarkan usahanya.  

 

B. Pendaftaran Usaha Kafe di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqh 

Siyasah  

Pembahasan hasil penelitian ini selanjutnya akan ditinjau dari fiqh 

siyasah.  Hal ini akan ditinjau dari sumber hukum Islam yang pertama yaitu 

Al-Qur’an. Ayat Al-Qur’an yang digunakan untuk mengkaji hasil penelitian 

ini adalah surat An-Nisa ayat 59.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran usaha kafe di 

Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulungagung No. 6 Tahun 2012, dimana seharusnya setiap orang yang yang 

menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk atau dalam 

hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). Namun faktanya masih banyak pelaku usaha yang belum 

memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).  

Proses pendaftaran usaha kafe dimulai dari pelaku usaha datang ke 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

untuk mengisi formulir dan akan mendapatkan checklist persyaratan yang 

harus dilengkapi. Kemudian pelaku usaha mempersiapkan seluruh 

persyaratan. Setelah persyaratan sudsh lengkap, pelaku usaha datang 

kembali ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
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(DPMPTSP) untuk menyerahkan berkasnya. Setelah itu petugas dari Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan 

memverifikasi berkas-berkas nya kemudian akan langsung didampingi 

untuk melakukan pendaftaran di Online Single Submission (OSS).  

Dalam hal pendaftaran usaha kafe para pelaku usaha di Kabupaten 

Tulungagung belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak 

mentaati perintah pemimpin. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 59 

yang berbunyi:  

                                   

                              

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.6 

Dalam mendapatkan izin untuk mendirikan usaha kafe para pelaku 

usaha harus mendapatkan izin dari dinas terkait yaitu Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu dengan cara 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berbagai persyaratan yang 

telah ditentukan ini berasal dari kebijakan pemerintah. Tentu saja sebagai 

                                                           
6Al-Qur’an, 4:59. 
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masyarakat yang baik harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Sehingga mengurus pendaftaran usaha kafe ke Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus 

dipatuhi oleh para pelaku usaha. 

1. Persyaratan Administrasi Dalam Pendaftaran Usaha Kafe 

Memberatkan Pelaku Usaha.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang 

pendaftaran usaha kafe berdasarkan fiqh siyasah di Kabupaten 

Tulungagung masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa poin 

tersebut diantaranya adalah persyaratan administrasi yang ditentukan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), faktanya masih banyak pelaku usaha yang tidak mau 

mengurus persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan hukum islam yang pada 

dasarnya rakyat diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 

terhadap pemimpinnya. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 59 yang 

berbunyi:  

                                   

                              
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Artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.7 

Persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6 Tahun 2012 

Tentang Kepariwisataan. Persyaratan administrasi tersebut berupa: 

a) Akun email  

b) Foto copy KTP 

c) Foto copy NPWP 

d) Foto copy IMB tempat usaha 

e) SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup  

f) Rekomondasi dari Dinas Pariwisata 

Namun masih banyak pelaku usaha yang tidak sesuai dengan 

Fiqh siyasah, karena masih banyak pelaku usaha yang tidak mau 

mengurus pendaftaran usaha kafe dengan alasan persyaratan yang telah 

ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) dirasa memberatkan pelaku usaha. Hal ini 

disebabkan adanya persyaratan yang mengharuskan pelaku usaha untuk 

mengurus IMB, mengurus SPPL yang harus meminta ke Dinas 

                                                           
7Al-Qur’an, 4:59. 
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Lingkungan Hidup, dan surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata, hal ini 

dianggap pelaku usaha terlalu ribet dan menghambatnya menjalankan 

usahanya. Padahal dari kaidan fiqh disebutkan bahwa: 

2. Pelaku Usaha Mengkhawatirkan Beban Pajak Pasca Pendaftaran 

Usaha Kafe 

Pelaku usaha yang sudah berniat mendirikian usaha kafe, harusnya 

juga sudah memikirkan legalitas usahanya. Legalitas usaha kafe ini berupa 

Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diperoleh dari Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ketika 

pelaku sudah mendapatakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), maka 

pelaku usaha akan dikenakan pajak. Dasar pengenaan pajak usaha kafe 

adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pelanggan kepada kafe sebesar 

10%. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qu’an Surat An-Nisa’ ayat 

59:  

                                   

                              

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
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(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.8 

Menurut ayat diatas dijelaskan bahwa rakyat diperintahkan 

untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan terhadap pemimpinnya. 

Dalam hal ini sebagai warga negara yang baik harusnya masyarakat 

mau untuk membayar pajak atau dikenakan pajak usaha.  

Namun masih banyak pelaku usaha yang tidak mau melakukan 

pendaftaran usaha kafe karena tidak mau terkena pajak. Para pelaku 

usaha berfikir jika tempat usahanya yang baru saja dibuka sudah 

dikenakan pajak, maka akan mengurangi jumlah pelanggan. Besarnya 

pajak sebesar 10% tentu membuat para pelanggan ada kemungkinan 

tidak mau datang lagi. Hal inilah yang membuat pelaku usaha tidak 

ingin segera melakukan pendaftaran usaha kafe.  

 

                                                           
8Al-Qur’an, 4:59 


